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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

ABSTRAK  : - Bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan sarana

strategis untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan

pembaharuan penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun

1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan UU No.1 Tahun 2026.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah,

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik,

pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana,

mekanisme perizinan satuan pendidikan, kerja sama, pengawasan, program wajib

belajar, peran serta masyarakat, serta pendanaan pendidikan. Pemerintah Daerah

berwenang mengelola jalur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan

Dasar (SD dan SMP) dengan kewajiban berpedoman pada Standar Nasional

Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan ini juga

mewajibkan penerapan Pendidikan Bersifat Inklusif di seluruh satuan pendidikan

bagi anak penyandang disabilitas serta penguatan muatan lokal Bahasa Jawa

pada jenjang pendidikan dasar.

CATATAN : -

- 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2026 dan
ditetapkan pada tanggal 28 April 2026.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 
1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku 

- Penjelasan:8 Hlm

- Lampiran: -.


